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KABUPATEN NATUNA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pencapaian
prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta
penyesuaian terhadap perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Bupati
Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Natuna Nomor 32 Tahun 2026 tentang Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna
Tahun 2026 maka Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun
2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun
2026 perlu dilakukan perubahan;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2026;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan,
Kabupaten Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
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Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun
2021 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna
Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 57);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18
Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah
Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 49);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun
2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten
Natuna Tahun 2025 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 31);
Peraturan Bupati Natuna Nomor 42 Tahun 2025 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna
Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun
2025 Nomor 438);

Peraturan Bupati Natuna Nomor 44 Tahun 2025 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna
Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Natuna
Tahun 2025 Nomor 440);

Peraturan Bupati Natuna Nomor 46 Tahun 2025 tentang
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 (Berita
Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 442);
Peraturan Bupati Natuna Nomor 32 Tahun 2026 tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Natuna Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna
Tahun 2026 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.
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Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Natuna.
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2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Natuna.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi
kewenangan Daerah.

5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun.

6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

Pasal 2
Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan
dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3
Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Natuna
Tahun 2026 berpedoman pada Renja Perangkat Daerah tahun
lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun
berjalan.

Pasal 4
(1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun

dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN;

b. BABII HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT
DAERAH SEMESTER I TAHUN 2026;

c. BABIII RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH; dan

d. BABIV PENUTUP.

PARAF KOORDINAS ={2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026

SEKRETARIS DAERAH

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

».a,\ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
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=Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah
dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah.



Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.
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